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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is 1) to determine simultaneously the effect of the application 

of local taxes, regional retribution and revenue sharing funds on financial 

independence 2) To know partially the effect of tax implementation on regional 

financial independence 3) To know partially the influence of regional retribution on 

regional financial independence 4) To know partially the effect of revenue sharing funds 

on regional financial independence. Data collection method used in this study is 

documentation. While the data analysis used is classical assumption testing, multiple 

linear regression analysis, simultaneous significance test (F statistical test), individual 

parameters significant test (t statistical test) and determination coefficient. The first 

hypothesis uses simultaneous parameter significance test proving that there is a positive 

and significant influence on the application of local taxes, regional retribution and 

revenue sharing on regional financial independence as evidenced by sig = 0,000 

<0,05. The second hypothesis uses the individual parameter significance test proving 

that there is a positive and significant influence on the application of local taxes on 

regional financial independence as evidenced by the sig value = 0,000 <0,05. The 

third hypothesis uses an individual parameter significance test proving that there is a 

positive and insignificant influence on the regional financial independence evidenced 

by sig = 0.224> 0.05. The fourth hypothesis uses the individual parameter 

significance test proving that there is a negative and significant effect on revenue 

sharing on regional financial independence as evidenced by sig = 0.001 <0.05. 

Keywords: Application Of Local Taxes, Regional Retribution, Revenue Sharing 

Funds For Regional Financial Independence 

 

A. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karesidenan Pekalongan terdiri dari 

kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan, 

kabupaten Pemalang, kota Tegal, 

kabupaen Tegal, kabupaten Batang dan 

kabupaten Brebes. Pada tabel 1.1 dapat 

dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah 

kabupaten/kota eks karesiden Pekalongan 

pada tahun 2011 – 2013 mengalami 

peningkatan, untuk kabupaten Batang 

pada tahun 2011 sekitar Rp 60.155.029 

meningkat menjadi Rp 84.720.050 dan 

terus meningkat ditahun berikutnya 

menjadi Rp 139.634.472. Begitu juga ke 

enam kabupaten/kota lainya yang juga 

terus mengalami peningkatan. Sedangkan 

untuk kabupaten/kota dengan perolehan 

terendah dari ke tujuh kabupaten/kota 
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pada tahun 2011 dan 2012 adalah 

kabupaten Batang. Pada tahun 2013 

Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu 

kota Pekalongan sebesar Rp 114.252.439. 

Hal ini tentunya banyak upaya–upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah 

daerahnya dalam menggali sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya. 

Menurut BPS pada tahun 2010, 

2011, dan 2012 menjelaskan bahwa 

kabupaten termiskin di Karesiden 

Pekalongan adalah kabupaten Brebes 

dengan Presentase kemiskinan sebesar 

12,4%, selanjutnya kabupaten Pemalang 

dengan presentase sebesar 19,26%, 

kabupaten Pekalongan 13,86%, kabupaten 

Batang 12,4%, kabupaten Tegal 10,75%, 

kota Tegal 10,04%, sedangakan kota 

pekalongan sebesar 9,47%. Hal ini 

mencerminkan masih tergantungnya 

pemerintah daerah terhadap bantuan dana 

dari pemerintah pusat atau dalam 

pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi 

dengan mandirinya keuangan suatu daerah 

tersebut. Oleh karena itu fenomena dalam 

penelitian ini yaitu mengenai kemandirian 

keuangan daerah eks karesidenan 

Pekalongan. Pada tabel 1.1 di tas dapat 

dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah 

yang besar tidak menjamin tingkat 

kemiskinan yang rendah pada daerah 

tersebut. Faktor yang menjadi bahan 

kajian dalam penelitian ini adalah 

mengenai penerapan sistem pajak daerah 

dan retribusi daerah. Bertujuan utntuk 

mengetahui apakah penerapan sistem 

pajak daerah dan retribusi daerah secara 

simultan maupun secara parsial 

berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah. 

Tabel 1. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 

2012 

 

No. 

 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk Miskin 

(Ribuan Orang) 

Presentase Penduduk 

Miskin 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Kab. Batang 103,6 95,3 882,2 14,67 13,47 12,4 

2 Kab. Pekalongan 136,6 125,9 116,5 16,29 15 13,86 

3 Kab. Pemalang 251,8 261,2 241,7 19,96 20,68 19,26 

4 Kab.Tegal 182,5 161,1 149 13,11 11,54 10,75 

5 Kab. Brebes 398,7 394,4 364,9 23,01 22,72 21,12 

6 Kota pekalongan 26,4 28,3 26,8 9,37 10,04 9,47 

7 Kota Tegal 25,7 25,9 24 10,62 10,81 10,04 

Sumber : BPS Pemerintah Kabupaten/Kota 
 

Penelitian yang dilakukan Fadly 

Nggilu (2016) dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial variable pajak 

daerah berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap kemandirian keuangan 

daerah dan untuk variable retribusi daerah 

juga berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap kemandirian keuangan daerah . 

kemudian secara simultan variabel pajak 

daerah dan retribusi daerah berpengaruh 

positif terhadap kemandirian keuangan 

daerah. 

Namun pada penelitaian serupa yang 

dilakukan Habibatul Mukarramah (2017) 

yaitu penelitaian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap kemandiarian 

keuangan daerah pada 5 kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2014, 

baik secara simultan maupun parsial. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
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pajak daerah dan retribusi daerah ber-

pengaruh signifikan terhadap keman-

dirian keuangan daerah, dan pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa pajak 

daerah berpengaruh signifikan terhadap 

rasio kemandirian keuangan daerah 

sedangkan retribusi daerah tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap rasio 

kemandirian keuangan daerah. 

Berdasarkan uraian yang ada maka 

penulis tertarik untuk melakukan pene-

litian dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana 

Bagi Hasil Terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) eks Karesidenan Pekalongan 

pada tahun 2013 - 2017”. 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas 

maka, penulis dapat mengambil 

kesimpulan tentang rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah penerapan pajak daerah, 

retribusi daerah dan dana bagi hasil 
berpengaruh secara simultan terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ke-

uangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Eks karsidenan Pekalongan pada 

tahun 2013 – 2017? 

2. Apakah penerapan pajak daerah 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ke-

uangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Eks karsidenan Pekalongan pada 

tahun 2013 – 2017 ? 

3. Apakah retribusi daerah berpengaruh 

secara parsial terhadap kemandirian 

keuangan daerah di Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Eks karsidenan 

Pekalongan pada tahun 2013 – 2017? 

4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh 

secara parsial terhadap kemandirian 
keuangan daerah di Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan 

Pekalongan pada tahun 2013 – 2017? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara simultan 

pengaruh penerapan pajak daerah, 

retribusi daerah dan dana bagi hasil 

terhadap kemandirian keuangan 

daerah di Dinas Pendapatan, Penge-

lolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Eks karesidenan Peka-

longan pada tahun 2013 – 2017. 

2. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh penerapan pajak terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ke-

uangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Eks karesidenan Pekalongan pada 

tahun 2013 – 2017. 

3. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh retribusi daerah terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ke-

uangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Eks karesidenan Pekalongan pada 

tahun 2013 – 2017. 

4. Untuk mengetahui secara parsial pe-

ngaruh dana bagi hasil terhadap ke-

mandirian keuangan daerah di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks 

karesidenan Pekalongan pada tahun 

2013 – 2017. 
 

B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan menjelaskan 

mengenai pengaruh penerapan pajak 

daerah, retribusi daerah dan dana bagi 

hasil terhadap kemandirian keuangan 

daerah di DPPKAD eks karesidenan 

Pekalongan. Kerangka pemikiran 

penelitian ini disajikan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

Dari rumusan masalah yang terdapat 

pada bab I, maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H₁  : Diduga terdapat pengaruh se-

cara simultan antara variabel 

penerapan pajak daerah, retri-

busi daerah dan dana bagi 

hasil terhadap kemandirian ke-

uangan daerah di Dinas Pen-

dapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah eks Kareside-

nan Pekalongan (DPPKAD) 

pada tahun 2013 - 2017. 

H₂  : Diduga terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel penera-

pan pajak daerah terhadap 

kemandirian keuangan daerah 

di Dinas Pendapatan, Penge-

lolaan Keuangan, dan Aset 

Daerah eks Karesidenan 

Pekalongan (DPPKAD) pada 

tahun 2013 - 2017. 

H₃  : Diduga terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel retribusi 

daerah terhadap kemandirian 

keuangan darah di Dinas Pen-

dapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah eks kareside-

nan Pekalongan (DPPKAD) pada 

tahun 2013 - 2017. 

H₄  : Diduga terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel dana bagi 

hasil terhadap kemandirian ke-

uangan daerah di Dinas Pen-

dapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah eks karesidenan 

Pekalongan (DPPKAD) pada 

tahun 2013 – 2017. 

 

C. METODE PENELTIAN 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah suatu kelompok 

dari elemen penelitian, dimana elemen 

adalah unit terkecil yang merupakan 

sumber dari data yang diperlukan 

(Kuncoro, 2009:123). Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah Daerah 

Eks Karesidenan Pekalongan yaitu kabu-

paten Batang, kabupaten Pekalongan, 

kota Pekalongan, kabupaten Pemalang, 

kabupaten Tegal, kota Tegal dan 

kabupaten Brebes. Data yang diperoleh 

pada Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

eks karesidenan Pekalongan yang 

berjumlah 7 kabupaten/kota selama 5 

tahun yaitu tahun 2013 - 2017. 

Sampel adalah suatu himpunan 

atau bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2009: 118). Teknik pengam-

bilan sampel pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan sampling Jenuh. 

Sampling jenuh adalah tenkik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini 

dikarekan jumlah populasi kurang dari 

30. Istilah lain dari sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sempel (Sugiyono, 2016: 124). 

Sampel yang digunakan penelitian ini 

yaitu 7 Kabupaten/Kota karesidenan 

Pekalongan yaitu kabupaten Batang, 
kabupaten Pekalongan, kota Pekalongan, 
kabupaten Pemalang, kota Tegal, 

kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes 

dengan data yang di peroleh dari Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPPKAD). Data yang 

diambil untuk dijadikan sampel yaitu 5 

tahun dari tahun 2013 – 2017, jadi 
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jumlah sampel yang akan diteliti 7 

kabupaten/kota dikali 5 tahun adalah 35 

sampel. Berikut ini akan dijelaskan me-

ngenai tahapan dalam pengambilan 

sampel : 

Keterangan Jumlah 

Kabupaten/Kota karesidenan 
Pekalongan 

7 

Kabupaten/Kota karesidenan 
Pekalongan yang memiliki 
data yang lengkap 

7 

Jumlah data observasi (7 
Kabupaten/kota x 5 tahun) 
 
 

35 
 

3.2. Definisi Konseptual Dan 

Operasioanl Variabel 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering juga 

disebut sebagai variabel output, kri-

teria, konsekuen. Dalam Bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2016: 61). Variabel dependen 

penelitian ini yaitu: 

1) Kemandirian keuangan daerah 

(otonomi fiskal) menunjukkan 

kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam membiayai sendiri kegia-

tan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan kepada masyarakat 

yang diperlukan daerah. (Abdul 

Halim, 2002: 128). 

b. Variabel Independen 

Variabel independen sering di-

sebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecendent. Dalam 

Bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel 

bebas merupakann variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjasi 

sebab perubahaannya atau timbulnya 

variable dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2016: 161). Variabel 

independen pada penelitian ini yaitu: 

1) Penerapan Pajak Daerah (X₁) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-

undang yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum 

(Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH 

dalam Mardiasmo, 2011: 1). Pajak 

daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah (Mardiasmo, 2011: 6). 

2) Retribusi Daerah (X₂) 

Retribusi daerah adalah pungu-

tan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan (Mardiasmo, 2011: 16). 

3) Dana Bagi Hasil (X₃) 

Dana bagi hasil adalah dana 

yang bersumber dan penetapan 

APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah berdasarkan angka presentase 

untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desen-

tralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). 

2. Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah suatu proses 

penjabaran variabel penelitian ke dalam 

subvariabel, dimensi, indicator sub 

variabel, dan pengukuran. Oprasional 

variabel pada penelitian ini dijabarkan 

pada table sebagai berikut: 

 



Balqis, Sri Murdiati, & Amirah, Pengaruh Penerapan Pajak Daerah .... 
 

39 

Table 2. Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikat

or 

Pengukuran 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah (Y) 

 

 

 

 

(Halim, 2002: 

128) 

Kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan 

pemerintahan, 

pembangunan, dan 

pelayanan kepada 

masyarakat yang diperlukan 

daerah. Kemandirian 

keungan daerah ditunjuk-

kan oleh besar kecilnya 

pendapatan asli daerah di-

bandingkan dengan 

Pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber yang 

lain. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah = 

%100

Pinjaman 

dan Pusat Pemerintah Bantuan

Daerah Asli Pendapatan  

Rasio 

Perencanaan 

Pajak Daerah 

(X₁)

 
 

(Mardiasmo, 

2011: 6) 

Pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk 

membiayai rumah tangga 

daerah. 

Variabel Penerapan Pajak 

Daerah diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

Rasio Pajak Daerah = 

%100

Daerah Pendapatan

Total Realisasi

Daerah Pendapatan
 

Rasio 

Retribusi 

Daerah (X₂) 

 

 

(Mardiasmo, 

2011: 15) 

Pungutan Daerah Sebagai 

pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi 

atau badan. 

Variabel Retribusi Daerah 

dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Rasio Retribusi Daerah = 

%100

Daerah  Pendapatan

Total Realisasi

Daerah  Retribusi
 

Rasio 

Dana Bagi 

Hasil (X₃)

 
 

(UU No. 33 

tahun 2004) 

Dana yang bersumber  dari 

pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada  

Daerah berdasarkan angka 

presentase untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam   

rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

Variabel Dana Bagi Hasil 

dapat hitung  menggunakan  

rumus sebagai berikut: 

 

Rasio Dana Bagi hasil = 

%100
Daerah Asli Pendapatan

Hasil Bagi Dana
 

Rasio 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan yaitu 

Realisasi APBD di masing – masing 

kabupaten/kota eks Karesidenan 

Pekalongan yang didapatkan pada Dinas 

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (DPPKAD) di Jawa Tengah 

pada tahun 2013 – 2017. 
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Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

pengumpulan data yang dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpulan data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat peng-

guna data. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari pihak lain, dan 

data yang tidak langsung diperoleh dari 

subjek penulisannya. Data ini biasanya 

berwujud dokumentasi atau data laporan 

yang tersedia. 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan semua data 

sekunder yang ada di Dinas Pendapatan, 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) provinsi Jawa Tengah. Data 

yang diguanakan yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, dana bagi hasil dan 

rasio kemandirian keunagan daerah yang 

di peroleh dari Dinas Pendapatan, Pe.4. 

Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan 
untuk memberikan kepastian bahwa per-

samaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan 

konsisten. Model regresi yang memenuhi 

asumsi klasik adalah asumsi normalitas, 

multikolinieritas, autokorelasi dan 

heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik mencakup itu semua. 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas yaitu 

menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat (variabel dependen) 

dan variabel bebas (variable 

independen) keduanya memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. 

Model regresi tersebut harus 

memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Apabila model 

regresi tersebut memenuhi asumsi 

maka jika data tersebut menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti 

kolmogorov smirnov. Uji Kolmo-

gorov smirnov ini dilakukan untuk 

mengetahui kenormalan distribusi 

beberapa data. Jadi uji Kolmogorov 

Smirnov adalah uji beda antara data 

yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku. Seperti pada uji beda 

biasa kriteria Kolmogorov smirnov 

yaitu: 

1) jika signifikansi di bawah 0,05 

berarti tidak normal, 

2) jika signifikansi di atas 0,05 maka 

normal. 

3) Penerapan pada uji Kolmogorov 

Smirnov adalah bahwa jika di 

bawah 0,05 berarti data yang akan 

diuji tidak normal, jika di atas 0,05 

berarti data tersebut normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas 

adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adaya kore-

lasi antar variabel terikat (variabel 

dependen). Model regresi yang baik 

adalah model yang tidak terjadi kore-

lasi diantara variabel. Apabila variabel 

bebas/independen saling berkorelasi, 

maka variabel tersebut tidak ortho-

gonal. Variabel orthogonal merupakan 

variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. 

c. Uji Autokorelasi 

Masalah autokorelasi merupakan 

maslah linier yang menunjukkan 

adanya suatu korelasi antar anggota 

observasi yang diurutkan menurut 

waktu. Autokorelasi timbul karena 

observasi yang terus menerus 

beruntutan sepanjang waktu saling 

terkait satu sama lain. Masalah 

tersebut biasanya muncul karena 

residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. 

Apabila kita mengambil data dengan 

menggunakan observasi secara runtut 

masalah ini dapat dikatakan sering 

kali terjadi. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi digunakan uji 
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Durbin Watson (DW Test). Uji 

Durbin Watson (DW Test) dilakukan 

dengan membandingkan nilai Durbin 

Watson statistic (DW – stat) dari 

hasil regresi dengan nilai dari Durbin 

Watson (DW Tabel). Pengujian yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Kriteria Autokorelasi Durbin 

Watson (DW test) 

 
 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas berfungsi 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi variance dan residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik 

yaitu heteroskedastisitasnya tidak 

terjadi, hal tersebut dapat dideteksi 

dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu yang teratur pada 

grafik scatterplot serta titik – titik 

menyebar di atas dan di sumbu Y di 

bawah angka 0 (nol). 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

berfungsi untuk menguji variabel be-

bas (variabel independen) berpengaruh 

atau tidak terhadap variabel terikat 

(variabel dependen). persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Ŷ = a + b₁ X₁ + b₂ X₂ + b₃ X₃ + e 
Ŷ :  Kemandirian keuangan 

dearah  

A :  Konstanta 

b₁,₂,₃ :  Koefisien regresi 

X₁ :  Penerapan Pajak Daerah 

X₂  :  Retribusi Daerah 

X₃ :  Dana Bagi Hasil 

E : epsilon (kesalahan 

penggangu/disturbance 

error’s) 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji 

Statistik F) 

Hasil (X₃) yang dimasukkan 

dalam metode, mempunyai pengaruh 

secara bersama–sama terhadap 

variabel dependen yaitu kemandirian 

keuangan Daerah (Y). Penerimaan 

atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi F statistik < 

0,05, maka Hipotesis diterima. 

Hal ini berarti bahwa suatu 

variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi F statistik 

> 0,05, maka Hipotesis ditolak. 

Ini berarti bahwa suatu variabel 

independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

c. Uji Signifikan Parameter 

Individual (Uji Statistik t) 

(X₃) secara individual dalam 
menerangkan variabel–variabel depen-

den kemandirian keuangan daerah 

(Y). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut\ 

1) Jika nilai signifikansi t statistik < 

0,05, maka Hipotesis diterima. 

Hal ini berarti bahwa suatu varia-

bel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika nilai signifikansi t statistik > 

0,05, maka Hipotesis ditolak. Ini 

berarti bahwa suatu variabel 

independen secara individual 
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tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisisen determinasi (R²) 

pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerang-

kan variasi variabel terikat atau 

variabel dependen (Kuncoro, 2009: 

240). Koefisien determinasi (R²) 

digunakan untuk mengukur ketepatan 

yang paling baik dari analisis regresi 

berganda. Jika R² mendekati angka 1 

(satu) maka dapat dikatakan semakin 

kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas 

(indepenen) terhadap variabel terikat 

(dependen). Sebaliknya jika R² 

mendekati 0 (nol) maka semakin 

lemah variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

D. HASIL ANALISIS DATA DAN 

UJI HIPOTESIS 

Metode Analisis Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Kuantitatif yang merupakan 

analisis perhitungan terhadap angka-

angka dan perbandingan untuk menarik 

kesimpulan. Dalam analisis regresi 

selain mengukur seberapa besar hubu-

ngan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, juga menunjukkan 

bagaimana hubungan antara variabel 

independen dengan dependen, sehingga 

dapat membedakan variabel independen 

dengan variabel dependen tersebut. 

4.1. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda 

dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat 

yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi adalah data 

tersebut harus terdistribusikan secara 
normal, tidak mengandung multikoloni-

aritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu 

sebelum melakukan pengujian regresi 

linier berganda perlu dilakukan lebih 

dahulu pengujian asumsi klasik, yang 

terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas yaitu menguji 

apakah dalam model regresi variabel 

terikat (variabel dependen) dan 

variabel bebas (variable independen) 

keduanya memiliki distribusi yang 

normal atau tidak. Model regresi 

tersebut harus memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. 

Apabila model regresi tersebut 

memenuhi asumsi maka jika data 

tersebut menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti kolmogorov 

smirnov. Uji kolmogorov smirnov 

ini dilakukan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi beberapa data. 

Jadi uji kolmogorov smirnov adalah 

uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal 

baku. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai signifikansi kolmogorov 

smirnov dengan unstandardized residual 

diperoleh nilai sebesar 0,599. Per-

bandingan antara probability dengan 
standar signifikansi yang sudah diten-

tukan diketahui bahwa nilai probability 

lebih besar dari 0,05. Sehingga 

menunjukkan bahwa distribusi data 

dalam penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 
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ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka vaariabel-

variabel ini tidak orthogonal. Varia-

bel orthogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar 

sesame variabel independen sama 

dengan nol. Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus 

menentukan tingkat kolonieritas yang 

masih dapat ditolerir. Sebagai misal 

nilai tolerance = 0.10 sama dengan 

tingkat kolonieritas 0.95. Berikut ini 

adalah hasil uji multikolinieritas 

dalam penelitian ini:  

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

 

Dari hasil perhitungan uji 

asumnsi klasik pada bagian pada 

penelitian ini terlihat untuk tiga 

variabel independen, angka VIF yaitu 

untuk variable pajak daerah sebesar 

2,005; untuk variable retribusi daerah 

sebesar 2,014 dan untuk variable 

dana bagi hasil sebesar 1,107 yang 

lebih kecil dari 10 sehingga tidak me-

lebihi batas nilai VIF yang diper-

kenankan yaitu maksimal sebesar 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut tidak 

terdapat masalah multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Masalah autokorelasi merupakan 

maslah linier yang menunjukkan 

adanya suatu korelasi antar anggota 

observasi yang diurutkan menurut 

waktu. Autokorelasi timbul karena 

observasi yang terus menerus berun-

tutan sepanjang waktu saling terkait 

satu sama lain. Masalah tersebut 

biasanya muncul karena residual 

tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Apabila kita me-

ngambil data dengan menggunakan 

observasi secara runtut masalah ini 

dapat dikatakan sering kali terjadi. 

Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi digunakan uji Durbin 

Watson (DW Test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

 

Berikut ini adalah hasil uji auto-

korelasi dalam penelitian ini:  

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model Durbin- Watson 

1 2,209a 

a. Predictors: (Cons tant), Dana Bagi Has il, Pajak 

Daerah, Retri busi Daerah 

b. Dependent Variable: Kem andirian Daerah 
 

Dari hasil uji Durbin-Watson 
dengan menggunakan SPSS diperoleh 
hasil 2,209. Jika jumlah variabel 

bebas sebanyak 3 dan tingkat signi-

fikansi 0,05 atau α = 5 % dan n = 35 

diketahui du = 1,6528 sedangkan 4 – 

du (4 – 1,6528) = 2,3472. Sehingga 

hasil perhitungan uji durbin watson 

terletak diantara 1,6528 – 2,3472 

yang berarti model regresi tidak ada 

masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas berfungsi 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi variance dan residual 

dari satu pengamatan ke pengama-
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tan yang lain. Model regresi yang 

baik yaitu heteroskedastisitasnya 

tidak terjadi, hal tersebut dapat 

dideteksi dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu yang teratur 

pada grafik scatterplot serta titik – 

titik menyebar di atas dan di sumbu 

Y di bawah angka 0 (nol). Berikut ini 

adalah hasil uji Heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari gambar di atas diketahui 

bahwa tidak ada pola tertentu yang 

teratur pada grafik scatterplot serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa data 

dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ber-

fungsi untuk menguji variabel bebas 

(variabel independen) berpengaruh atau 

tidak terhadap variabel terikat (variabel 

dependen). Di katakan linier karena 

setiap estimasi atas nilai diharapkan 

mengalami peningkatan atau penurunan 

mengikuti garis lurus. 

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 
 
 
 
Model 

Uns tandardized 

Coefficients 

Standardized 
Coeffi cients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Cons tant) Pajak 

Daerah Retribus i 

Daerah 

Dana Bagi Has il 

13,895 

4,480 

2,337 

-,518 

3,641 

,946 

1,883 

,149 

 

,632 

,166 

-,346 

3,816 

4,738 

1,241 

-3,485 

,001 

,000 

,224 

,001 

a. Dependent Variable: Kem andirian Daerah 

Dari hasil perhitungan analisis 

regresi berganda dengan menggunakan 

program SPSS diperoleh persamaan 

regresi yaitu Ŷ = 13,895 + 4,480 X1 + 

2,337 X2 – 0,518 X3 + e. Berdasarkan 

persamaan regresi berganda di atas dapat 

diambil suatu analisis bahwa: 

a. Konstanta sebesar 13,895 artinya 

jika tidak ada variabel penerapan 

pajak daerah, retribusi daerah dan 

dana bagi hasil maka kemandirian 

keuangan daerah adalah sebesar 

13,895 %. 

b. Koefisien regresi untuk variabel 

penerapan pajak daerah sebesar 

4,480 dan bertanda positif arti-

nya jika penerapan pajak daerah 

mengalami peningkatan sebesar 

1% sedangkan variabel lain tetap, 

maka akan menyebabkan pening-

katan kemandirian keuangan 

daerah sebesar 0,238%. 

c. Koefisien regresi untuk variabel 

retribusi daerah sebesar 2,337 dan 

bertanda positif artinya jika retri-

busi daerah mengalami pening-

katan sebesar 1% sedangkan 

variabel lain tetap, maka akan 

menyebabkan peningkatan keman-

dirian keuangan daerah sebesar 

2.337 %. 

d. Koefisien regresi untuk variabel 

dana bagi hasil sebesar 0,518 

dan bertanda negatif artinya jika 
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dana bagi hasil mengalami pe-

ningkatan sebesar 1 % sedangkan 

variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan penurunan keman-

dirian keuangan daerah sebesar 

0,518 %. 

4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji 

Statistik F) 

dimasukkan dalam metode, 

mempunyai pengaruh secara bersama – 

sama terhadap variabel dependen yaitu 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y). 

Jika nilai signifikansi F statistik < 0,05, 

maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti 

bahwa suatu variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Jika nilai signifikansi F 

statistik > 0,05, maka Hipotesis ditolak. 

Ini berarti bahwa suatu variabel inde-

penden secara simultan tidak ber-

pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 8. Hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F) 
ANOVAb 

 
Model 

Sum of 
Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1    Regress ion 

Res idual 

Total 

2970,206 

1130,004 

4100,210 

3 

31 

34 

990,069 

36,452 

27,161 ,000a 

a. Predictors: (Cons tant), Dana Bagi Has il, Pajak Daerah, Retribus i Daerah 
b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh 

hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Dengan 
demikian hipotesis pertama yaitu “Diduga 
terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel penerapan pajak daerah, retri-

busi daerah dan dana bagi hasil terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah eks Karesidenan Pekalo-

ngan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 

2017” dapat diterima kebenarannya. 

4.4. Pengujian Uji Signifikan Parameter 

Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengeruh 

satu variabel independen Penerapan 

Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah 

(X₂), dan Dana Bagi Hasil (X₃) secara 

individual dalam menerangkan variabel-

variabel dependen kemandrian keuangan 

daerah (Y). Penerimaan atau penolakan 

hopotesis dilakukan dengan kriteria jika 

nilai signifikansi t statistik < 0,05, maka 

Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa 

suatu variabel independen secara indivi-

dual berpengaruh terhadap variabel 

dependen dan jika nilai signifikansi t 

statistik > 0,05, maka Hipotesis ditolak. 

Ini berarti bahwa suatu variabel 

independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Coefficientsa 

 

 
 

Model 

Uns tandardized 

Coeffi cients 

Standardized 

Coeffi cients 

 

 
 

t 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Cons tant) Pajak 

Daerah Retribus i 

Daerah 

Dana Bagi Has il 

13,895 

4,480 

2,337 

-,518 

3,641 

,946 

1,883 

,149 

 
,632 

,166 

-,346 

3,816 

4,738 

1,241 

-3,485 

,001 

,000 

,224 

,001 

a. Dependent Variable: Kem andirian Daerah 
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a. Dari perhitungan uji signifikansi 
parameter individual pajak daerah 

terhadap kemandirian daerah 

dengan menggunakan SPSS di-

peroleh nilai sig = 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pajak daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kemandirian daerah, dengan 

demikian hipotesis kedua yaitu 

“Diduga terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel penerapan 

pajak daerah terhadap keman-

dirian keuangan daerah di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuang-

an, dan Aset Daerah eks Karesi-

denan Pekalongan (DPPKAD) 

pada tahun 2013 - 2017” dapat 

diterima kebenarannya 

b. Dari perhitungan uji signifikansi 

parameter individual retribusi 

daerah terhadap kemandirian 

daerah dengan menggunakan 

SPSS diperoleh nilai sig = 0,224 

> 0,05 sehingga dapat disim-

pulkan bahwa retribusi daerah 

berpengaruh potitif dan tidak 

signifikan terhadap kemandirian 

daerah, dengan demikian hipo-

tesis ketiga yaitu “Diduga ter-

dapat pengaruh secara parsial 

antara variabel retribusi daerah 

terhadap kemandirian keuangan 

darah di Dinas Pendapatan, Pe-

ngelolaan Keuangan, dan Aset 

Daerah eks karesidenan Peka-

longan (DPPKAD) pada tahun 

2013 - 2017” tidak dapat diterima 

kebenarannya. 

c. Dari perhitungan uji signifikansi 

parameter individual dana bagi 
hasil terhadap kemandirian daerah 

dengan menggunakan SPSS 

diperoleh nilai sig=0,001 <0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dana bagi hasil berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

kemandirian daerah, dengan 

demikian hipotesis keempat yaitu 

“Diduga terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel dana bagi 

hasil terhadap kemandirian ke-

uangan daerah di Dinas Pen-

dapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah eks karesidenan 

Pekalongan (DPPKAD) pada 

tahun 2013 – 2017” dapat 

diterima kebenarannya 

4.5. Koefisien Determinasi (R Square) 

Uji R Square yaitu suatu uji untuk 

mengukur kemampuan variabel bebas 

dalam menerapkan variabel tidak bebas. 

Dimana R² berkisar antara 0<R²<1. 

Semakin besar R² (mendekati 1), maka 

variabel bebas semakin dekat hubung-

annya dengan variabel tidak bebas, 

dengan kata lain model tersebut di-

anggap baik. Koefisien determinasi 

mempunyai suatu besaran yang di-

gunakan untuk mengukur garis kebaikan 

(goodness of fit) secara verbal, untuk 

ukuran proporsi atau prosentase total 

variabel dalam Y yang dijelaskan oleh 

model regresi. 

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 
Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjus ted 

R Square 

Std. Error of 

the Es tim ate 

1 ,851a ,724 ,698 6,03753 

a. Predictors : (Cons tant), Dana Bagi Hasi l, Pajak Daerah, Retribus i Daerah 

Besarnya pengaruh dari variabel 

penerapan pajak daerah, retribusi daerah 

dan dana bagi hasil secara terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 
Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan 
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(DPPKAD) pada tahun 2013–2017 

adalah sebesar 69,8 % dan selebihnya 

yaitu sebesar 30,2 % dipengaruhi faktor 

lain yang tidak diteliti. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan penerapan pajak 

daerah, retribusi daerah dan dana 

bagi hasil terhadap kemandirian ke-

uangan daerah dapat diterima kebenar-

annya, yang dibuktikan dengan 

diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05. 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan penerapan pajak dae-

rah terhadap kemandirian keuangan 

daerah dapat diterima kebenarannya, 

yang dibuktikan dengan diperoleh nilai 

sig = 0,000 < 0,05. 

3. Hipotesis ketiga yang menyatakan  

bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan tidak signifikan retribusi terhadap 

kemandirian keuangan daerah tidak 

dapat diterima kebenarannya, yang 

dibuktikan dengan diperoleh nilai sig 

= 0,224 > 0,05. Hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif dan signifikan 

dana bagi hasil terhadap kemandirian 

keuangan daerah dapat diterima ke-

benarannya, yang dibuktikan dengan 

diperoleh nilai sig = 0,001 < 0,05. 

4. Besarnya pengaruh dari variabel 

penerapan pajak daerah, retribusi 

daerah dan dana bagi hasil secara 
terhadap kemandirian keuangan daerah 
di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan, dan Aset Daerah eks 

Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) 

pada tahun 2013 – 2017 adalah 

sebesar 69,8 % dan selebihnya 

yaitu sebesar 30,2 % dipengaruhi 

faktor lain yang tidak diteliti. 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis 

berikan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini adalah : 

1. Pemerintah daerah harus lebih fokus 

pada upaya-upaya peningkatan pen-

dapatan asli daerah dengan menggali 

potensi dan sumber daya daerah yang 
belum termanfaatkan dengan mak-

simal, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kemandirian daerah. 

Dengan meningkatnya kemandirian 

keuangan, otomatis tingkat ketergan-

tungan terhadap pemerintah pusat 

dapat dikurangi. 

2. Pemerintah Daerah sebaiknya terus 

mengupayakan untuk bisa menarik 

pajak semaksimal mungkin untuk 

pembangunan wilayah daerah. Untuk 

itu perlu dilakukan ektensifikasi dan 

intensifikasi pajak daerah. Selain itu, 

pemerintah juga harus terus berupaya 
mengurangi transfer Dana Perim-

bangan dari pemerintah pusat sebagai 

wujud kemandirian daerah dalam 

membiayai belanjanya dan untuk 

mengurangi ketergantungan daerah 

terahadap pemerintah pusat. 

3. Bagi pemerintah kabupaten dan kota 

di eks Karesidenan Pekalongan, 

sebaiknya berkonsentrasi untuk terus 

dapat lebih meningkatkan dan meng-

gali sumber–sumber pendapatan asli 

daerah terutama pendapatan yang ber-

sumber dari retribusi daerah dengan 

tujuan agar dapat membiayai belanja 
daerahnya sendiri. Semakin meningkat 

penerimaan retribusi daerah tentunya 

akan menunjukkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang semakin baik. 

4. Dana Bagi Hasil (DBH) bersifat 

block grant, artinya penggunaannya 

diserahkan kepada daerah sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritas 

daerah. Pengalokasian DBH dilaku-

kan berdasarkan prinsip by origin, 

(daerah penghasil). Oleh karena itu 

pemerintah daerah eks Karesidenan 
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Pekalongan sebaiknya menggunakan 

dana bagi hasil untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan. 

5.  Penelitian ini hanya menunjukkan 

besarnya pengaruh penerapan pajak 

daerah, retribusi daerah dan dana 

bagi hasil secara terhadap keman-

dirian keuangan daerah di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah eks Karesidenan 

Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 

2013–2017 adalah sebesar 69,8% 

untuk itu bagi penelitian mendatang 

diharapkan memasukkan atau 

menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kemandirian daerah 

ataupun memasukan variabel inter-

vening sehingga dapat mengetahui 

faktor apa yang dapat memperkuat 

kemandirian daerah misalnya tingkat 

ekonomi. 

6. Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengambil tema yang sama dengan 

penelitian ini sebaiknya menambah 

jumlah sampel penelitian yaitu 

seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia 
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